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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan Publik (Public service) merupakan bagian penting dalam sistem 

birokrasi di suatu negara. Menurut Sinambela dkk (2010:5) Pelayanan Publik diartikan, 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Pelayanan publik penting karena senantiasa berhubungan langsung dengan 

masyarakat luas dan merupakan ujung tombak dalam sistem berbirokrasi. Maka dari itu, 

pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi yang 

dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pelayanan publik di Indonesia 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan 

public service di Indonesia belum maksimal. Pelayanan yang masih berbasis manual, 

rendahnya kinerja pegawai, aturan yang berbelit merupakan beberapa contoh faktor yang 

menyebabkan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan 

inovasi dan terobosan nyata oleh pemerintah, agar permasalahan tersebut dapat diatasi. 

Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dalam bidang administratif. 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, 

baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di 

Indonesia, sesuai dengan beragamnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat indonesia. 

Salah satu contohnya adalah perizinan berusaha. Untuk membuat perizinan berusaha maka 

pemilik usaha harus menjalani proses birokrasi yang panjang dan berbelit dikarenakan 

pelayanan yang masih berbasis manual serta banyaknya berkas yang harus disiapkan dan 

persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya selama 
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proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi. 

Pelayanan yang masih berbasis manual juga rentan akan tindak pungutan liar diluar 

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien. Maka dari itu 

pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission 

yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota 

kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dibuat karena 

banyaknya keluhan pelaku usaha mengenai panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang 

harus dilalui untuk membuat perizinan berusaha, sehingga menghambat pelaku usaha 

dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu sistem ini dibuat dalam upaya untuk 

menyederhanakan perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang 

cepat, murah dan modern. Sektor-sektor perizinan yang terintegrasi memalui sistem OSS 

berdasarkan PP No.24 Tahun 2018, Pasal 85 yaitu, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, 

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kelautan dan perikanan, sektor 

kesehatan, sektor obat dan makanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor 

perhubungan, sektor komunikasi dan informatika, sektor keuangan, sektor pariwisata, 

sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor pendidikan tinggi, sektor agama dan keagamaan, 

sektor ketenagakerjaan, sektor kepolisian, sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, 

menengah dan sektor ketenaganukliran 

Sektor-sektor perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem Online Single 

Submission tentunya merupakan sektor-sektor penting dan strategis bagi pelaku usaha. 

Setiap sektor merupakan prioritas percepatan perizinan oleh pemerintah sehingga 



3 
 

 

diharapkan investasi dan penenaman modal dapat dimaksimalkan. Sektor perkoperasian 

dan usaha mikro, kecil, menengah merupakan salah satu fokus pemerintah dalam 

percepatan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi dan penanaman modal. Seperti 

contohnya di Kota Prabumulih, yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha 

baik mikro, kecil maupun menangah, tentunya akan sangat terbantu dengan kebijakan ini. 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dulunya memakan waktu yang 

lama, sekarang dapat diterbitkan dalam waktu yang singkat. Adapun jumlah penerbitan 

perizinan SIUP dari tahun 2014 – 2017 di Kota Prabumulih sebelum diberlakukannya 

sistem OSS sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah penerbitan izin perdagangan usaha Kota Prabumulih tahun 2014-

2017 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2014 330 

2 2015 417 

3 2016 337 

4 2017 201 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih 

  Dari tabel diatas, dapat dilihat banyaknya jumlah surat izin usaha perdagangan 

(SIUP) yang diterbitkan setiap tahunnya oleh dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu Kota Prabumulih . Sebanyak 330 surat izin usaha diterbitkan oleh dinas 

penanaman modal dan PTSP Kota Prabumulih pada tahun 2014 dan mengalami 

peningkatakn pada tahun berikutnya yaitu sebanyak 417 surat izin usaha perdagangan pada 

tahun 2015. Namun selepas itu penerbitan SIUP mengalami penurunan yaitu menjadi 337 

penerbitan pada tahun 2016 dan 201 penerbitan pada tahun 2017. 

Implementasi kebijakan Online Single Submission (OSS) di Kota Prabumulih, 

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Prabumulih. DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki pernan yang sangat 

penting dalam hal memberikan ataupun tidak memberikan legalitas kepada usaha yang 
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akan dijalankan oleh pelaku usaha. Sebagai kota yang memiliki lokasi strategis, yakni 

berada di tengah-tengah Provinsi Sumatra Selatan dan dilalui oleh jalur utama lintas 

Sumatera, Kota Prabumulih merupakan salah satu tujuan utama investor di provinsi 

sumatera selatan. Bahkan seperti yang diberitakan oleh situs warta digital (Dendi Romi 

“Ini Jumlah Investasi Kota Prabumulih Tahun 2019” Sumeks.com. 3 Februari 2020 

https://sumeks.co/ini-jumlah-investasi-di-kota-prabumulih-2019/?page28332434234=215) 

jumlah investasi yang masuk ke Kota Prabumulih pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 

89,924 miliar jauh melampaui target awal yang dicanangkan oleh pemerintah Kota 

Prabumulih sebesar Rp. 28 miliar. Pada tahun 2019 Kota Prabumulih juga menerima 

penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2019 dari Frontier Consulting Group sebagai 

kota kecil terbaik sektor investasi. Dari beberapa hal diatas tentunya fungsi dan peran 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Prabumulih sebagai implementor dari kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) 

menjadi sangatlah penting. 

 Adapun peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Prabumulih dalam implementasi sistem Online Single Sumbimssion 

(OSS) adalah: 

1. DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui 

OSS, sampai mendapat NIB 

2. DPMPTSP melakukan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen 

pemohon dalam proses izin komersial/operasional 

3. DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD terkait komitmen pemohon melalui 

OSS, apabila sudah terdaftar, DPMPTSP dapat melanjutkan proses perizinan 

4. Apabila koordinasi dengan OPD belum online, maka dapat dilakukan secara manual 
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5. Izin yang tidak tertuang dalam peraturan pemerintah 24 tahun 2018, DPMPTSP 

melakukan perizinan tidak melalui sistem OSS. 

 Gambaran umum pelayanan perizinan menggunakan sistem OSS di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

Gambar 1.1 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Menggunakan Sistem OSS  

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih 

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa fase pertama dalam proses pembuatan izin 

berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Prabumulih melalui sistem OSS adalah dengan aktivasi akun. Caranya yaitu dengan 

memasukan email, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan beberapa persyaratan lainnya. 

EMAIL 

KONFIRMASI 

USERNAME & 

PASSWORD 

NIK PERORANGAN NIK 

PENANGGUNG JAWAB 

PERUSAHAAN/BADAN 

USAHA 

AKTIVASI AKUN 

OSS 

NOMOR INDUK 

BERUSAHA (NIB) 

SEKALIGUS BISA 

SEBAGAI TDP, API 

DAN AKSES 

KEPABEANAN 

BISA MENDAPAT 

DOKUMEN PERSYARATAN 

NPWP,RPTKA,BPJS, 

FASILITAS FISKAL,SIUP 

IZIN USAHA IZIN OPERASIONAL/ 

KOMERSIL 

IZIN LOKASI IZIN LINGKUNGAN IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN 

AKTIVASI 

PERIZINAN 

PEMENUHAN 

KOMITMEN 
CONTOH KOMITMEN 
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Setelah melakukan aktivasi, langkah selanjutnya yaitu pelaku usaha melakukan login ke 

sistem OSS melalui Username dan Password yang sudah diberikan sebelumnya melalui 

email. Setelah itu, pelaku usaha memasukan beberapa keterangan mengenai detail usaha 

yang akan dijalankan, sampai akhirnya mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Setelah 

Mendapat NIB pelaku usaha dapat mengurus izin usaha dan komersial atau operasional 

berdasarkan komitmen sebagaimana diatur dalam PP No 24 Tahun 2018. Setelah 

semuanya telah dilakukan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Prabumulih akan melakukan aktivasi perizinan dari pelaku usaha.  

Berikut adalah tabel jumlah penerbitan perizinan melalui situs OSS pada tahun 

2019 di Kota Prabumulih. 

Tabel 1.2 Data Penerbitan Perizinan Melalui OSS di Kota Prabumulih Tahun 2019 

NO JENIS 

PERSEROAN 

KOMITMEN 

PENERBITAN 

IZIN 

KOMERSIAL/OP

ERASIONAL 

KOMITMEN 

PENERBITA

N IZIN 

USAHA 

PENERBIT

AN NIB 

DAN IZIN 

DASAR 

JUMLA

H 

1 Persekutuan 

Komanditer (CV / 

Commanditaire 

Vennootschap) 

40 32 10 82 

2 Perseroan 

Terbatas (PT) 

45 10 9 64 

  JUMLAH   146 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih 

  Dari tabel diatas, dapat dilihat banyaknya jumlah izin berusaha yang diterbitkan 

OSS pada tahun 2019 di Kota Prabumulih. Terdapat sebanyak 82 penerbitan perizinan 

untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire Vennootschap) dengan rincian 40 

penerbitan izin komersil/operasional berdasarkan komitmen, 32 penerbitan izin usaha 

berdasarkan komitmen dan 10 penerbitan NIB dan izin dasar. Kemudian untuk perizinan 

terhadap Perseroan Terbatas (PT) terdapat sebanyak 64 penerbitan dengan rincian, 45 

penerbitan izin komersil/operasional berdasarkan komitmen, 10 penerbitan izin usaha 
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berdasarkan komitmen dan 9 penerbitan NIB dan izin dasar. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa penerbitan izin untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire 

Vennootschap) realtif lebih banyak daripada penerbitan perizinan untuk Perseroan 

Terbatas (PT). 

 Dalam proses Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih 

ditemui beberapa kendala dan permasalahan, seperti belum adanya Rencana Detail Tata 

Ruang atau yang disingkat RDTR. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan 

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi 

dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR sendiri diatur dalam Permen ATR/BPN 

No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota. RDTR merupakan bagian penting dalam sistem OSS karena dapat 

dijadikan rujukan dalam penentuan lokasi berusaha, sebelum pelaku usaha mengajukan 

permohonan izin lokasi. Ketiadaan RDTR tentunya berdampak pada terbatasnya informasi 

yang didapat oleh pelaku usaha mengenai pemetaan lokasi usaha yang akan dijalankannya. 

 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) erat hubungannya dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) karena memang kedua kebijakan ini saling berhubungan. RDTR 

merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ke dalam 

rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa RDTR kota mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan 

fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan 

ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Jika suatu kota sudah memiliki 

perda mengenai RDTR, maka percepatan pengurusan izin lokasi dapat terlealisasi. Hal 

tersebut dapat terjadi karena pemerintah percaya sudah adanya pengaturan yang detail 
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mengenai tata ruang, sehingga izin lokasi yang diajukan bisa langsung terbit tanpa perlu 

pertimbangan teknis (pertek). 

  Kemudian permasalahan lain yang mengiringi pengimplementasian sistem Online 

Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah keterbatasannya perangkat sistem OSS. Perangkat 

sistem OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, Pasal 92 Ayat 1 terdiri dari, perangkat 

keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat pendukung. Di DPMPTSP Kota 

Prabumulih sendiri, masih memiliki keterbatasan pada perangkat keras dan perangkat 

pendukung. Hanya terdapat 2 unit komputer yang disediakan oleh DPMPTSP Kota 

Prabumulih untuk melayani masyarakat yang ingin mengajukan perizinan melalui sistem 

OSS. jumlah tersebut tentunya belum optimal, mengingat banyaknya jumlah pengajuan 

perizinan berusaha pada tahun 2019 silam. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih juga belum melengkapi 

beberapa perangkat pendukung OSS, seperti banner mekanisme pengurusan OSS, ataupun 

persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan dan dipenuhi. Itulah beberapa kendala dan 

permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dalam implementasi 

kebijakan Online Single Submission (OSS) yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

 Dari berbagai keberhasilan pemerintahan Kota Prabumulih dalam bidang investasi 

dan penanaman modal, ternyata masih ditemukan kendala dan permasalahan yang 

mengiringinnya. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang oleh 

pemerintah dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha belum sepenuhnya di 

implementasikan dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu 

ditingkatkan dan dilengkapi, sehingga tentunya dibutuhkan upaya-upaya nyata oleh 

DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi kebijakan sistem Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Di 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Prabumulih. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

    Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan data dalam        

perkembangan ilmu administrasi publik terutama bidang kebijakan publik.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

    Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan 

kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Prabumulih dalam menghadapi berbagai faktor penghambat 

saat mengimplementasikan kebijakan sistem Online Single Submission. 
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